SALINAN

BUPATI LANDAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI LANDAK
NOMOR 22 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANDAK,

Menimbang a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Mengingat : 1.

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa, maka Peraturan Bupati Landak
Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana
Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa tidak sesuai lagi sehingga perlu dilakukan
perubahan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan
Kegiatan Pembangunan Desa;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia
tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3904) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2000 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Landak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3970),

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
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Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6914) ;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (lLembaran Negara Republik Indonesia tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan
Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2020 tentang Musyawarah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 2020 Nomor
1257);

Peraturan Daerah Kabupaten Landak Nomor 5 Tahun 2019
tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Landak
Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Landak Nomor 86).

Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Landak Tahun 2022 Nomor 39).

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DESA, RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA DAN PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN




Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Landak Nomor 39 Tahun
2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Landak Tahun 2022 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1.

Ketentuan ayat (2} huruf a Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Perencanaan Pembangunan Desa terdiri atas:
a. penyusunan RPJM Desa; dan
b. penyusunan RKP Desa.

(2) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:

a. RPJM Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
b. RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan
terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

(4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2} huruf b
disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling
lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(5) Ketentuan mengenai RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Ketentuan Pasal 5 huruf f diubah dan huruf r dihapus sehingga
Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)
bertujuan untuk mewujudkan:

a. Desa tanpa kemiskinan;

Desa tanpa kelaparan;

Desa sehat dan sejahtera;

pendidikan Desa berkualitas;

keterlibatan perempuan Desa;

Desa dengan air minum dan sanitasi aman;

Desa berenergi bersih dan terbarukan;

T®o™moe Ao o

pertumbuhan ekonomi Desa merata;

ot a
.

infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;

Desa tanpa kesenjangan;

.

k. kawasan permukiman Desa aman dan nyaman,;
1. konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan;




m. Desa tanggap perubahan iklim;

Desa peduli lingkungan laut;

Desa peduli lingkungan darat;

Desa damai berkeadilan,;

kemitraan untuk Pembangunan Desa; dan

e v 0B

dihapus.

Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal
5A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

Pencapaian tujuan SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 dilaksanakan dengan memperkuat kelembagaan Desa
dinamis dan budaya Desa adaptif.

Ketentuan Pasal 41 ditambah 1 (satu) ayat baru, sehingga Pasal 41
berbunyi sebagai berikut:
(1) Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal :

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis
politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang
berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah,
pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah Daerah.

{(2) Perubahan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa dan
selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

(3) Ketentuan mengenai penyusunan RPJM Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 40 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penyusunan perubahan
RPJM Desa.

Ketentuan Lampiran VI, Lampiran IX, dan Lampiran XIX
Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa,
Rencana Kerja Pemerintah Desa  dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa (Berita daerah Kabupaten Landak Tahun 2022
Nomor 39) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran VI, Lampiran IX, dan Lampiran XIX yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Landak.

Ditetapkan di Ngabang

pada tanggal ' NMoVzmeer Jolg
Pj. BUPATI LANDAK,

TTD

GUTMEN NAINGGOLAN

Diundangkan di Ngabang
pada tanggal || MViwber M’J{f

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LANDAK,
TTD
HERI ADIWIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LANDAK TAHUN 2624 NOMOR 24

Salinan sesual dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

O£

DARIANUARTI.E
NIP. 19661128 199402 2 001
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AN X |
PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 2 L TAHUN 24924

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH  DESA,  RENCANA  KERJA
PEMERINTAH ~DESA DAN  PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT KEPUTUSAN KEPALA DESA TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA

A

KABUPATEN LANDAK
KEPUTUSAN KIEPALA DESA ..........
NOMOR ... .. TAHUN ..o
TENTANG
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ........
KECAMATAN ......... TAHUN ..........

KEPALA DESA ...

Menimbang : a. bahwa dalam rangka RKP Desa perlu dibentuk Tim
Penyusun RKP Desa guna menyusun RKP Deésa;
b. bahwa untuk mencapal tujuan serta di dalam
pelaksanaannya sebagaimana vang dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Tim Penyusun RKP Desa ..
¢. babwa berdasarkan pertimbangan sebagmmana dimaksnud
pada huruf a & b, perlu ditetapkan dengan Keputusan

Kepala Desa ... Kecamatan ... , tentang Tim
Penyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RKF Desal.
Mengingat oL 5
2.
3. dan seterusnya.
MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini dan dianggap mampu menjalankan tugas
sebagai Tim Penyusun RKP Desa .......... Kecamatan
.......... , Kabupaten ...........

Kedua : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan




Ketiga

Keempat
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untuk dilaksanakan dan diindahkan.
Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun RKP Desa adalah:

1.

2.
3.

oA

penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui
musyawarah Desa;

pembentukan tim penyusun RKP Desa,

pencermatan pagu indikatif Desa dan penyelarasan
program/kegiatan masuk ke Desa

pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;

penyusunan rancangan RKP Desa;

penyusunan RKP Desa melalui musyawarah perencanaan
pembangunan Desa;

penetapan RKP Desa;

perubahan RKP Desa; dan

pengajuan daftar usulan RKP Desa.

Dengan rincian sebagai berikut:

a.

b.

Kepala Desa karena jabatannya adalah Pembina Tim

Penyusun.

Sekretaris Desa adalah Ketua Tim Penyusun bertugas dan

bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan tersosialisasinya agenda penyusunan RKP
Desa;

2. Mengundang anggota Tim Penyusun,;

3. Memimpin Rapat Tim Penyusun;

4. Bersama anggota Tim memfasilitasi pengkajian keadaan
desa;

5. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP
Desa;

6. Memastikan tersusunnya Rancangan RKP Desa.

e adalah Sekretaris Tim Penyusun bertugas dan

bertanggung jawab untuk:

» Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;

¢ Membantu Ketua Tim mengelola Rapat Tim Penyusun;

s Memastikan tersedianya Berita Acara Rapat Penyusunan
Dokumen RKP Desa;

¢ Penyusunan RKP Desa;

¢ Memastikan tersedianya dokumen Rancangan RKP Desa.

. Anggota yang berasal dari Perangkat Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa, unsur masyarakat lainnya.

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..........
Pada tanggal .....................

Kepala Desa ..........
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Lampiran : Keputusan Kepala Desa .......... Kecamatan
Nomor ! rvane Tahun ..........
Tanggal e B
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa ....
TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desaj ..........
KECAMATAN .......... TAHUN .......
NO NAMA JABATAN
1, Pembina Timm Penyusun
2, | Ketua Tim Penyusun
3. 7-Sgk£eta{-i§ Tim Penyusun
4. Anggota
5. Anggota
6. Anggota
7. Anggota
8. Anggota
9. Anggota
10. Anggota
11. Anggota

Kepala Desa . .........

-------------------------

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

DARIANUARTI, SH

NIP. 19661128 199402 2 001
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LAMPIRAN XIX

PERATURAN BUPATI LANDAK

NOMOR 44 TAHUN 2074

TENTANG

PERUUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
39 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DESA. RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA DAN  PELAKSANAAN
KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

KEPALA DESA .. LT
KABUPATEN LAN DAK

PERATURAN DESA...
NOMOR. ..., TAHUN ..

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ...
KECAMATAN ....
TAHUN .........

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA «............,

Menimbang : bahwsa untuk wmelaksanakan ketentuan Pasal 59 ayat (4) Peraturan
Bupati Landak Nomor 39 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Rencana Pembangunan .Jangka Menengah Desa,
Rencana Kerja, Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Kegiatan
Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Rencana Kerja Pemerintah Desa ...... Kecamatan ........ Tahun .....;
Mengingat 1. .. :

), :

3. e, dan seterusnya.,

Dengan Pérsetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ........ anve
KEPALA DESA............
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH
DESA .....w.. .. KECAMATAN .............. TAHUN ........
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BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

3.

10.

11.

12.

13.

14.

Desa adalah Desa ........... Kecamatan ......... Kabupaten Landak.

Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa
bersama BPD.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah
penjabaran dari Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa untuk
jangka waktu 1 {satu) tahun.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan
Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat
strategis.

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau
beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur
pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi
kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kema syarakatan Desa
dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa
masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan
Negara Kesat uan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan
fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan
secara demokratis.

Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah
lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan
merupakan mitra pemerintah Desa dalam memberdayakan
masyarakat.

Lembaga = Adat Desa adalah merupakan lembaga  yang
menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari
susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa
masyarakat Desa.

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang
diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk
menyepakati hal yang bersifat strategis.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa adalah musyawarah
antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk
menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan
pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan
Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna
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pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka
mencapai tujuan pembangunan Desa.

15. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan
kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

16. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama
Badan Permusyawaratan Desa.

17. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang
ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka
melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang
lebih tinggi.

Pasal 2

RKP Desa Tahun ....... merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan
Desa, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa
Tahun .......

BAB 11
SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa
Pasal 3
(1) RKP Desa Tahun ....... disusun dengan sistematika sebagai berikut:
JUDUL
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BABI PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

B. Landasan Hukum

C. Maksud dan Tujuan

D. Sistematika Penyusunan
BABII GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kondisi Desa

B. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa dan Tahun Berjalan Serta Realisasi
RPJM Desa

BAB III VISI DAN MISI

BAB IV ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
A, Pendapatan

B. Belanja
C. Pembiayaan

BABV PROGRAM PEMBANGUNAN DESA BERBASIS SDGs DESA
A Tujuan dan Sasaran Pembangunan Desa

B. Prioritas Bidang dan Kegiatan Pembangunan Desa
BAB VI PENUTUP

LAMPIRAN Pagu Indikatif.

1

2. Program dan Kegiatan Pembangunan yang masuk ke Desa
3. Rancangan RKP Desa.

4 Proposal Teknis Kegiatan.

S Gambar Rencana Prasarana.
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Rencana Anggaran dan Biaya.

Pemeriksaan Dokumen Proposal Teknis dan RAB.

Daftar Usulan RKF Desa.

Berita Acara Penynsunan RKP Desa melalui Musyawarsh

Desa,

10, Berita Acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.

11. Berita Acara hasil rancangan RKP Desa melalui Musrenbang
Desa.

12. Daftar Prioritas Masalah (lihat tabel atau matrik masalah,
potensi, pemeringkatan masalah, tindakan dan program
pembangunan setiap bidang/sektor pembangunan tahun RKP
Desa yang tertuang dalam RPJM Desa). _

13. Keputusan BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan
Desa tentang RKP Desa. _

14, Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusunan RKP Desa.

15, DBerita Acara dan dafiar hadir pembentukan Tim Penyusunan

RKP Desa,

(2] sl dan Uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 4

©® o

RKP Desa dapat diubah dalam hal;

a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan, atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Previnsi,
dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 5
Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati
dalam Musyawarah Rencana Pemmbangunan Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan
Peraturan Deésa.

Pasal 6
Berdasarkan Peraturan Desa ini selapjutnya disusun Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran ...

_BABN
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang moengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini

dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ..........
Ditetapkan di .......... arriksasasiinenss
KEPALA DESA ... iivianrians )

Pj. BUPATI LANDAK,
TTD
GUTMEN NAINGGOLAN
Salinan sesuail dengan aslinva
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NIP. 19661128 199402 2 001




